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PEMERINTAH KOTA SUKABUMI

FERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI

NOMOR 10 i TAHUN Z000
TENTANG

RUMAH POTONG HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SUKARUMI,

Menimbarg =@ a. bahwa fetribusi Femeriksaan Hewan
' dan Penyewaan Rumah ' Pemotengan
Hewan sebagaimana telah diatur
dalam Peraturan Daerah Kotamadya
Daerah Tingkat 71 Sukabumi Nomar
. 14 Tahun 1995 tidak sesual dengan

perkembangan keadaan dewasa inij

b. bshwa sehubangan dengan hwuruf a di
atas, pengaturan tentang Rumah
Fotong Hewan perlu ditetapkan
kembali dengan Peraturan Daerah.
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Mengingat : 1. Undang—Undang Namar 17 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kata Kecil dalam Lingkungan
Fraopinsi Jawa Timur, Jawa Tengah,
dan Jawa Barat (Berita Negara

Republik Indonesia tanggal 14
Agustus 1950}«

2. Undang-Undang HNomor &6 Tahun 1967
tentang Ketentuan—-Ketentuan Pokok
Feternakan dan 'Kesehatarn Hewan
(Lembaran Negara Republik Indone-—
sia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2824);

3. Undang-Undang HNomaor 8 Tahun 1981
tentang Hukum Gcara FPidana (Lem—
baran Negara Republik Indonesia
Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Namor 3209);

4. Undang—-Undang Nomor 18 Tahun 1997
tentang Fajak Daerah dan Reilrihusi
Dzerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 HNomor 41,
Tambahan Lembaran Megara Republik
Indonesia Nomor 3685);

5. Undang—-Undang Namar 22 Tahun'it1999
tentang Femerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indone-—
sia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Namar 383%F);:

6. Feraturan .....
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Feraturan Femerintah Namar 22
Tahun 1983 tentang Kesehatan
Masyarakat Veteriner (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun
1983 HNaomor 28, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Naomor
3253) ¢

Feraturan Femerintah HNomor 27
Tatwun 1983 tentang Felaksanaan
Undang—Undang Naomor 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana (Lem—
baran WNegara Republik Indonesia
Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan
Lembaran Megara Republik Indonesia
Nomor 3258):

Feraturan Femerintah NamGr 20
Tahun 1997 tentang Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 HNomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 36%2);

FPeraturan Femerintah Nomaor 25
Tahun 2000 tentang Kewenangan
Femerintah dan Kewenangan Fropinsi
Sebagai Daerah Otonom (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun
2000 | empr 54, Tambahan Lembaran
Negara - Republik Indonesia Nomor
39352);

10. EKeputusan --....
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Keputusan Frecsiden Namor 44 Tahun
1992 tentang Teknik Fenyusunan
Feraturan Ferundang—Undangan dan
Rentuk Rancangan . Undang—Undang,
Rancangan Feraturan Femerintah,
dan Rancangan Keputusan Fresiden;

Keputusan Menteri Fertanian Nomor
SA8/Kpts/TR.240/9/71986 tentang
Syarat—Syarat Rumah Femotongan
Hewan dan Usaha Femctongan Hewan:

Keputusan Menteri Fertanian Naomor

SS57/Kpts/TH.32G/9/1987 tentang
Syarat—-Syarat Rumah Femotongan
Unggas dan Usaha Pemotongan
tinggas:

Keputusan Menteri Pertanian Nomor
306/Kpts/TH.Z30G/4/1994 tentang
FPematangan Penanganan Daging
Unggas serta Hasil Tkutannvag

Feraturan Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat II Sukabumi Nomor
S/PD/Tahun 1976 tentang Fenerbitan
Lembaran Daerah Kotamadvya Daerah
Tingkat I Sukabumis:

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat II Sukabumi Nomor 12 Tahun
1985 ™ &ntang Penunjukan Penyidik
Pegawai*Negeri Sipil vang Melaku-
kan Penvyidikan Terhadap Felangqgar-—
an Feraturan Daerah yang HMemuat
Ketentuan Pidana, (Lembaran
Daerah Tahun 1986 Nomor 7
Seri D - 3).



rencetapkan :
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Dengan Fersetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERGH
KOTA SUKABRUMI

MEMUTUS KaHN :

PERATURAN DAERAH TENTANG RUMAH FOTONG

HEWAN .
; BAR 1
KETENTUAN UMUH
Fasal 1
Dalam Feraturan Daerah ini yvang

dimaksud dengan :

d.

b.

Dasrah adalah Kota Subtabumij

Pemerintah Daerah adalah Kepala
Daerab beserta pecrangkat Daerah
Otonom vyang lain sebagai Badan
Eksekutif Daerah:

Kepala Daerah adalah Walikaota
Sukabumi ;

Dinas Feternakan adalah Dincs
Feternakan Kcta Sukabumij -

Dokter Hewan adalah deokter hewan
pada Dinas Feternakan Kota
Sukabumi

Rumah Fotong Hewan adalah bangunan
atau tempat di mana hewan ternak
dipatong vyang berada di bawah
pengawasan Femerintah Daerah:

g. Hewan .....
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Hewan adalah binatang vang hkidup
di darat dan dipelihara., seperti
sapl. kerbau, kambing, daomba,
unggas, babi, dan lain-lain:

Usaha Pematoncanr Hewan adalah
usaha pemotongan hewan vang dila—
kukan oleh sesecrang atau badan
hukums

- Badan adalah suatu bentuk badan

usaha vang meliputi perseraoan
terbatasi persercan kamanditer,
persercan lainnya,., Badan Usaha

tMilik Negara atau Daerah dengan
nama dan bentuk apapun, perseku-
tuan, perkumpulan, firma, kongsi,
koperasi, yayasan atau organisasi
yang sejenlis, lembaga dana
pensiun, bentuk usaha tetap serta
bentuk badan usaha lainnyas

Retribusi dasa Usaha adalah
retribusi atas jasa vang disedia-
kan aleh Pemerintah Daerah dengan
menganut prinsip—prinsip komersial
karena pada dasarnya dapat pula
disediakan cleh sektor swastag

Retribusi Rumah Potong Hewan dan
Usaha Pemotongan Hewan vang se—
lanjutnya dapat pula disebut
retribusi adalah pembayaran atas
pelayanan, _ _baik penyediaan
fasilitas ?ﬁﬁﬁhgaemotongan hewan
maupun pemeriksaan kesehatan hewan
cebelum dan sesudah dipotong dan
atau pemeriksaan ulang di tempat
penjualan dagings



1. Wajib Retribusi adalah arang
pribadi atau badan vyang aenurut
peraturan perundang—undangan ret-—
ribusi diwajibkan untuk aelakukan
pembayaran Retribusi;

m. Surat Ketetapan Retribusi Daerah,
yang selanjutnya dapat disingkat
SKRD adalah surat keputusan yang
menentukan besarnya jumlah
retribusi yang terutangs

rn. Surat Tagihan Retribusi Daerah
vang selanjutnya dapat disingkat
STRD adalah surat untuk melakukan
tagihan retribusi dan atau sanksi
administrasi berupa denda.

BAEB 11

NAMAa, OBJEK, SUBJEK, DAN
WAJIB RETRIBUSI

FPasal 2

Dengan nama Retribusi Rumeh Fotong
Hewan dan Usaha Femotongan Hewan
dipungut retribusi sebagai pembayar—
an atas pelayanan, baik penyediaan
fasilitas rumah pemotongan hewan
maupun pemeriksaan kesehatan hewan
sebelum dan sesudah dipaotong dan atau
pemeriksaan ufgﬁﬁzai tempat penjualan -
daging. o



(1)

(2)

FPasal 3

Objek Retribusi adalah pelayanan,
antara lain atas-:

a. Penvyediaan fasilitas Rumah
Pemotongan Hewan: )
b. Pemeriksaan kesehatan hewan

sebelum dan sesudah dipotong:
c. Pemeriksaan ulang daging di pasar.

Fassl 4
Subjek Retribusi adalah arang pribadi
atau badan yang menggunakan/menikmati
pelayanan sebagaimana dimaksud pada
Fasal 3 Peraturan Daerah ini.
Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud
pada  ayat (1) Fasal ini, merupakan
Wajib Retribusj.

EAR 11T

FEMOTGNGAN HEWAN

Fasal 5

Fematongan hewan farus dilakukan di
Rumakh Fotong Hewan,. kecuali Femotong—

an Hewan Darurat dan untuk keperisn -

hajatan, dengan- kewajiban harus
wenyampaikan  laparan kepada Kepala
Dinas Peternakan.




(1)

(4)

(1)

- 5 —

Fasal & \/

Usaha Femotangan Hewan wajib
memiliki izin dari Kepala Daerah,
vang pelaksanaannya dapat didele-
gasikan kepada Kepala Dinas
Feternakan.

Izin Usaha Femotongan Hewan
sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) pasal ini tidak dapat dipin-
dahtangankan.

Untuk mendapat Izin Usaha Femo—
tangan Hewan sebagaimana dimaksud
pada avat (1) pasal 1ini, vyang

bersangkutan harus mengajukan
permchonan secara tertulis
kepada Kepala Daerah melalui

Kepala Dinas Peternakan.

Tata cara dan persyaraten permo-—
honan perizinan Usaha Pemotongan
Hewan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) pasal ini. diatur lebih
lanjut dalam Keputusan Kepala
Daerah.

BAR IV
FEMERIKSAAN HEWAN
Pasal 7

Hewan yang akan dipotaong
sebelumnya harus diperiksa kese—
hatannya oleh Dokter Hewan dan
selama 12 (dua belas) jam hewan
vang akan dipotong harus berada
di Rumah Paotong Hewan.

(2) Hewan .....




Hewan yang dinyatakan sehat, aleh
penguiji diberi tanda pernyataan
sehat.

Jika hewan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) pasal ini, belum
dipotong dalam Jangka waktu 24
jam maka hewan tersebut harues
diperiksa kembali.

Fasal 8
(1) Pemotongan hewan serta segala
pekerjaan selanjutnya terhadap

hewan yvang telah dipotong, berada
di bawah pengawasan dan atau atas
petunjuk Dokter Hewan.

(2) Pemotongan hewan harus dilakukan
menurut tata cara keagamaan.

Pasal @

Daging dari hewan hasil pemotongan
yang dinyatakan sehat oleh Dokter
Hewan diberi tanda ccp pernyataan
sehat.

FPasal 10
Hewan dan daging vyang dinyatakan
tidak sehat harus dimusnahkan di
Rumah Potong Hewan atas petunjuk

Kepala Dinas Peternakan.



!
pad
[

|

BAR V
GOLONGAN RETRIBUS]T
Fasal 11

Retribusi Rumah Fotong Hewan digo-
longkan sehbagzi Retribusi Jasa Usaha.

CARA MENGUKUR TINGKAT
FENGGUNAAN JASA

Fasal 12

Tingkat Fenggunaan Jdasa diukur berda-—
sarkan jenis pelavanan, dan jenis
serta jumlah ternak yvang akan
dipotong.

BAE VII

FRINSIF DAN SASARAN DALAM
FENETAFAN STRUKTUR DAR
BESARNYS  TARIF

Facsal 13

Frinsip dan Sasaran dalam Fenetapan
Struktur dan Besarnva Tarif Retribucsi
didasarkan pada tujuan untuk mempero-—
leh euntungan yang layalt sebagaimana
teuntungan yvang pantas diterima oleh
pe-ngusaha sejenis yang beroperasia
seCara etisien dan beroraientast pada
harga pasar.

BAR VITI .....



BAE VIIT
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

FPasal 14

(1) Struktur tarif digolongkan berda—

sarkan jenis pelayvanan, dan
jenis serta jumlah ternak.

Struktur dan becsarnya tarif

ditetapkan sebagai berikut -

a. Tarif Pelayaﬁan Pemotongan
Hewan di Rumah Fotong Hewan
milig FPemerintah Daerah,

ditetapkan sebagai berikut -

- Sapi/ferbau sebesar .......... Rp 7.000,00/ekar;
- Kagbing/dosba sebesar ........ Rp 1.500,00/ekor;
- Ungoas sebesar ............... Rp  250,00/ekar.
b. Besarnya Tarif Pelayanan

Pemotongan Hewan di luar Rumah
Fotong Hewan milik Femerintah
Daerah, ditetapkan sebagai
berikut : :

- Sapi/Kerbau sebesar ......... fp 3.500,00/ekor;
- Yasbing/doaba sebesar ....,... Rp 1.000,00/ekor;
- Unggas sebesar ............ ««« Rp 25,00/ekor.

C. Pemeriksaan ulang daging di
pasar, ditetapkan sebagai
berikut -

- Sapi/Kerbay sebesar ......... Rp  25,00/kg;
- Kaabing/doaba sebesar ....... « Rp 25,00/kg;
- Unggas sebesar ......... R Re  25,00/ekor;
- Babi cebesar ................. Rp  50,00/kg.



BAER 1X

TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 15

(1} Femungutan Retribusi tidak dapat
diborongkan.

(2) Femungutan retribusi dilakukan
oaleh Dinas Feternakan dengan
memberikan karcis vyang telah
diperporasi cleh Dinas Pendapatan
Daerah Eota Sukabumi seblagai
tanda bukti pembavyaran.

(3} Hasil Pemungutan sebagaimana
dimaksud pada avat (1) pasal 1ini.,
disetorkan ke Kas Daerah.

BAB X
WILAYAH FEMUNGUTAN
Fasal 1¢&
Retribusi dipungut di wilayah Daerah
tempat pelavanan diberikan.
BAB XI
TATA CARA FPENAGIHAN
Fasal 17

Retribusi terutang berdasarkan SKRD

atau dokumen lain vang dipersamakan

dan STRD, ditagih pada saat pemberian

pelavanan.

BA&ER XIT .....



BAER XI1
FENYIDIEKAN

Facsal 18

(1) Penyidikan terhadap pelangagaran

(2

Peraturan Daerah ini, dilaksana-—
kan aleh Penyidik Fegawai Negeri
Sipil di Lingkungan Pemerintah
Daerah. {

Dalam melaksanakan tugas penvyidi-
kan para Penvidik Pegawai Negeri
Sipil sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) pasal ini berwenang :

4. menerima, mencari, mengumpul -
kan dan meneliti keterangan
atau laporan berkenaan dengan
tindak pidana di bidang Re-
tribusi Daerab agar teterangan
atau laparan tersebut menijiadi
lengkap dan jelas:

b. meneliti, mencari, dan mengum—

pulkan keterangan mengenai
arang pribadi atau badan
tentang kebenaran perbuatan
yang dilakukan sehubungan

dengan tindak pidana Retribusi
Daerah tersebut;

c. meminta keterangan dan bahan
bukti dari crang pribadi atau
badan sehubungan dengan tindak
pidana di bidang Retribusi
Daerah;

d. memeriksa .....
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memeriksa buku—bubu, catata—

catatan dan Sokumer—dokummen

lain berkenaan dengan TLmdak
pidana di bidang FRetribwss
Daerahs;

melakukan penggeledahan wniuE
mendapatian bohan buki: pesbu—
kuan, pencatatan dan dokumen—
daokumen lain serta melakukan
penyitaan terhadap bahan bukti
tersebut;

meminta bantuan tenaga ahli
dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana di
bidang Retribusi Daerah;

menyuruh berhenti dan atau
melarang sesecorang meninggal-
tan ruangan atau tempat pada
saat pemeriksaan sedang ber—
langsung dan memeriksa
identitas orang atau dokumen
vang dibawa sebagaimana dimak-—
sud pada huruf e;

memotret seseorang yang
berkaitan dengan tindak pidana
Retribusi Daerahs;

memanggil orang untuk didengar
keterangannya dan diperiksa

sebagai tersangka atau saksis

menghentikan penyidikang

. melakukan ...--



(1)

pada ayat (1) paddl im3
tahukan dimulainya peny
menyampaikan hasil peny
kepada Fenuntut Usus, ]
dengan ketentuan vyang diatur
dalam Undang—Undang Nomor 8 Tafwe
1981 tentang Hukum Acara FPidana.

BAR XIII
KETENTUAN FPIDANA
Fasal 19
Wajib Retribusi yang tidak melak-
sanakan kewajiban sebagaimana

dimaksud pade Pasal 5, Pasal 6,
Fasal 7. dan Fasal i4 Peraturan

Daerah 1nl, diancam pidana
kurungan paling lama 3 (tiga)
bulan atau denda setinqgqgi-—

tingginya Rp 5.000.000,00 (lima
juta rupiah).

Tindak pidana yang dimaksud pada

ayat (1) pasal ini adalah pelang-—
garan.

BAE XIV .....
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FETENTUAN LAIN DaSN PENUTUF
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Fas=1 20

Fengaturan besarnya tarif wry Eusk
pengangkutan daging dengan &Snoouns—
kan kendaraan angkutan daging =ilik
Daerah, ditetapkan dengan EKeputusan
Kepala Daerah yang dicsesuaikan dengan
harga pasar dan diberitahukan kepada
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kot=
Sukabumi.

Pasal 21

Hal—-hal yang belum cukup diatur dalam
Feraturan Daerah inl. sepanjang
mengenai pelaksanaannya akan diatur
lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Daerah
ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya
Daerah Tingkat II Sukabumi Nomor 14
Tahun 1995 tentang Retribusi
Pemerilksaan Hewan dan Penyewaan Rumah
Pemaotongan Hewan (RPH) dan Peraturan
Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Sukabumi Nomor 15 Tahun 1995 tentang
Fajak Pemotongan Hewan beser ta
peraturan pelaksanaannya, dinvatakan
dicabut dan atau tidak berlaku lagi.



Fasal 23

Feraturan Daerah ini mulai berlaku
pada tanggal diundangkan.

fgar csupaya cetiap arang dapat
mengetahuinya, memerintahkan pengun-—
dangan Feraturan Daerah ini dengan
penempatan dalam Lembaran Daerah Kota
Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
Fada tanggal 1% fAgustus 2000
WAL IEOTA SUKABUMI .,
Cap.ttd.

MOLLY MULYAHAGTI DJUBREDI

Diundangkan di Sukabumi
Fada tanggal 21 Agustus 2000.

A TAL™

; S u $§%1
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1S DAERAH KOTA

{ EMBARAN DAERAH KOTA SUKARUMI
TaHUN 2000 NOMOR .12 . serl B=T...
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